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”Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, 
maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” 
 (QS. Ali Imran: 76) 
 
"Antara janji besar dan janji kecil tidak terlalu berbeda. Saat tidak ditepati 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) urgensi dilakukannya perjanjian 
pranikah bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan 
Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, (2) perjanjian pranikah 
menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang 
perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan 
Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. 
Teknis analisis data dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) Urgensi dilakukannya perjanjian pranikah bagi Warga Negara 
Indonesia dengan Warga Negara Indonesia adalah membantu untuk kedepannya 
jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian. Dengan adanya 
Prenup tersebut, maka akan menjadi jelas dan mudah tanpa harus berkecimpung 
dalam masalah terutama harta gono gini dan masalah lainnya, karena sudah 
adanya kesepatan yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan bagi 
pasangan campuran Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing 
membantu memiliki tanah dan property di Indonesia statusnya tidak bisa menjadi 
hak milik. Perjanjian pranikah sesungguhnya adalah melindungi kedua belah 
pihak setelah terlaksananya pernikahan, sehingga masing-masing yang 
melaksanakan perjanjian tidak mudah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, 
(2) Perjanjian pranikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan Nomor 
69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dengan 
Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara 
Asing dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, dimana perjanjian 
ini dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan 
(Kantor Catatan Sipil). Isi Perjanjian Perkawinan tersebut tidak boleh 
bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. 
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This study aims to know: (1) The urgency of a prenuptial agreement for 
Indonesian Citizens with Indonesian Citizens and Indonesian Citizens with 
Foreigners, (2) Prenuptial agreement according to Law no. 1 of 1974 and Decision 
Number 69 / PUU-XIII / 2015 concerning marriage for Indonesian Citizens with 
Indonesian Citizens and Indonesian Citizens with Foreigners. This study is a 
normative law research. Methods of data collection through literature study. 
Technical analysis of data using deductive analysis. The results showed that: (1) 
Urgency of prenuptial agreement for Indonesian citizen with Indonesian citizen is 
to help for the future if things happen that are not desirable such as divorce. With 
the Prenup, it will become clear and easy without having to dabble in the problem 
especially gono gini property and other problems, because of the existence of a 
clear and lawfulness. As for the mixed couples of Indonesian Citizens with 
Foreigners helping to own land and property in Indonesia the status can not be a 
property right. The prenuptial agreement is in fact the protection of both parties 
after the marriage, so that each of the implementers of the agreement is not easy to 
commit offenses, (2) Prenuptial agreement under Law No. 1 of 1974 and Decision 
Number 69 / PUU-XIII / 2015 concerning marriage for Indonesian Citizens with 
Indonesian Citizens and Indonesian Citizens with Foreigners made before or 
during the marriage takes place, Where this agreement is made in writing and 
authorized by the Employee of the Registrar (Civil Registry Office). The contents 
of the Prenuptial Agreement shall not be contrary to law, religion and morals. 
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